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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dalam segala 

aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama 

yang diakui di Indonesia yakni : agama Samawi dan agama non Samawi ; agama 

Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut 

memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk 

didalamnya tata cara perkawinan.1 Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap 

agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, termasuk adat istiadat yang berbeda- 

beda. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi

seluruh warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Ketentuan ini mencabut ketentuan yang diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan 

Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), 

Peraturan Perkawinan Campuran (.Regeling op de gemeng de Huwelijken S. 1898 No. 

158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah 

diatur dalam Undang-undang ini.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 6.

1
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Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang 

perempuan untuk waktu yang lama.2 Menurut Undang-undang No.l Tahun 1974 

dalam Pasal (1), Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) bahagia dan kekal, akan tetapi dalam perjalanan ada kalanya terjadi hal-hal

tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau terputus.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat

putus karena tiga sebab, yakni karena :

a. Kematian,

b. Perceraian,

c. Keputusan Pengadilan.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena 

matinya salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat matinya salah satu pihak 

(suami atau isteri) maka sejak saat itulah putusnya perkawinan terjadi. Kejadian 

serupa ini bagaimanapun merupakan takdir illahi, cepat atau lambat manusia akan 

kembali kepangkuan-Nya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena 

perceraian dan karena keputusan Pengadilan.

2 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 23.
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Putusnya perkawinan karena perceraian adalah penghapusan perkawinan 

dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.3 

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara 

suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Undang-undang Perkawinan lebih 

lanjut menyebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 39 ayat (2) bahwa, alasan-alasan 

yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau manjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan

sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut

tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

di luar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atas penganiayaan berat yang

membahayakan terhadap pihak yang lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun dalam rumah-tangga.

Mengenai putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan, Undang- 

undang Perkawinan tidak menyebutkan dengan jelas dalam alasan apa sehingga dapat

3 Ibid., him. 42.
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diupayakan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan. Para pakar hukum 

berbeda pendapat mengenai pengertian putusnya perkawinan karena keputusan 

Pengadilan.

Menurut Abdurahman dan Riduan Syahrani, pengertian putusnya perkawinan 

karena putusan Pengadilan adalah “ putusnya perkawinan karena gugatan seorang 

isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan 

seorang suami/isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaan bukan islam, dan gugatan mana dikabulkan Pengadilan dengan suatu 

keputusan”.4 Melihat pengertian diatas, Abdurahman dan Riduan Syahrani 

merumuskan pengertian putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan adalah

cerai gugat, tetapi Abdurahman dan Riduan Syahrani tidak menyebutkan dalam

alasan apa putusnya perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi, putusnya perkawinan karena keputusan

Pengadilan adalah “ dalam hal kepergian salah satu pihak (suami atau isteri) tanpa 

kabar berita untuk waktu yang lama”.5 Berdasarkan pengertian diatas, Lili Rasjidi 

merumuskan alasan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan yaitu, karena 

perginya salah satu pihak baik suami atau isteri meninggalkan pihak lain (suami atau 

isteri) tanpa ada kabar berita dalam waktu yang lama.

Abdurahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, 
Alumni, Bandung, 1978, hlm. 48.

5 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia Alumni 
Bandung, 1982, hlm. 291.
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Menurut Mohd. Idris Ramulyo, pengertian putusnya perkawinan karena 

keputusan Pengadilan adalah “ putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan atas 

permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya, 

berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (Pasal 39 Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974, j o. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, j o. Pasal 16 

dan 19 P P Nomor 9 Tahun 1975) ” 6

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, Mohd. Idris Ramulyo merumuskan 

alasan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan yakni, dalam hal kepergian 

salah satu pihak baik suami atau isteri meninggalkan pihak lain (suami atau isteri), 

yang mana alasan tersebut sama seperti pendapat Lili Rasjidi diatas, tetapi Mohd. 

Idris Ramulyo mensyaratkan kepergian salah satu pihak (suami atau isteri) paling

kurang 2 tahun meninggalkan pihak lain.

Alasan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan menurut Mohd.

Idris Ramulyo tersebut, diambil dari alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan

dasar untuk perceraian yang diatur di dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 

Tahun 1975 tentang Perkawinan dan diatur juga di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada poin kedua, yaitu “ Salah satu pihak 

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ”

Alasan tersebut diatas menurut Lili Rasyidi, menyangkut soal itikad daripada 

pihak yang meninggalkan yaitu dengan sengaja meninggalkan pihak lain, alasan 

6 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 227.
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kepergiannya dibuat-buat dan tidak masuk akal. Tidak termasuk penggolongan ini 

misalnya alasan kepergiannya untuk berdagang, berekreasi atau dinas maupun tugas 

belajar.7

Berdasarkan pendapat Lili Rasjidi diatas, maka timbul permasalahan 

mengenai jangka waktu pengajuan putusnya perkawinan karena keputusan 

Pengadilan apabila kepergian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dilakukan 

dengan itikad baik, karena berdasarkan pendapat Lili Rasjidi jangka waktu 2 (dua) 

tahun tersebut hanya dapat digunakan apabila kepergian salah satu pihak dilakukan 

dengan sengaja atau tanpa izin pihak lain.

Misalnya kepergian suami atau isteri untuk berdagang yang dilakukan dengan 

menaiki kapal laut kemudian karena hal yang tidak diinginkan, kapal tersebut 

tenggelam dan menjadi korban tenggelamnya kapal yang tidak diketahui kabar

beritanya apakah masih hidup atau mati.

Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu 

untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.

Sebagai contoh dalam hal menetapkan mati tidaknya penumpang-penumpang 

kapal yang hilang atau tenggelam, tentara yang tak kunjung kembali dari medan 

perang, terhukum yang dijatuhi dengan hukuman mati oleh Pengadilan (dalam 

negeri/luar negeri) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana eksekusinya

8

7 Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
Alumni, Bandung, 1983, hlm. 18.

Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, op. cit., hlm.
291.
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tak mudah diketahui (dirahasiakan), seorang pilot yang hilang pada suatu 

penerbangan, dan lain-lain.9

Dikarenakan perginya salah satu pihak dalam perkawinan yang tidak 

diketahui kabar beritanya apakah masih hidup atau sudah mati dan Undang-undang 

Perkawinan tidak mengatur mengenai menetapkan hilangnya atau dianggap 

meninggalnya seseorang dan juga tidak jelasnya dalam Undang-undang Perkawinan 

mengenai putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan, maka disini timbul 

permasalahan seperti, bagaimana status perkawinan mereka yang mana apabila 

diketahui tentang kematian salah satu pihak maka seharusnya perkawinan mereka

terputus dan juga bagaimana apabila pihak yang ditinggalkan ingin kawin lagi

dikarenakan telah ditinggalkan terlalu lama. Selain itu akan berakibat juga terhadap

akibat perkawinan seperti, mengenai permasalahan pembiyaan hidupnya dan anaknya 

dan juga mengenai permasalahan harta bersama yang ditinggalkan.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan hal tersebut diatas telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan 

dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul : “ TINJAUAN YURIDIS PASAL 38 UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN

KARENA KEPUTUSAN PENGADILAN”.

Abdurahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indnnecin 
Alumni, Bandung, 1978, hlm. 21. maonesia,

r
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1.2 Pemasalahan

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisis permasalahan

pokok yang berhubungan dengan judul skipsi. Adapun perumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara dan jangka waktu pengajuan gugatan putusnya 

perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap suami atau isteri yang 

meninggalkan pergi suami atau isteri tanpa kabar berita.

2. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan

terhadap anak dan harta bersama.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai 

tata cara dan jangka waktu pengajuan gugatan putusnya perkawinan karena keputusan 

Pengadilan terhadap suami atau isteri yang meninggalkan pergi suami atau isteri 

tanpa kabar berita dan akibat hukum putusnya perkawinan karena keputusan 

Pengadilan terhadap anak dan harta bersama, ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena luasnya permasalahan penulis membatasi 

ruang lingkup (lokasi) penelitian di Pengadilan Agama Kota Palembang.
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1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara dan jangka waktu pengajuan gugatan putusnya 

perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap suami atau isteri yang 

meninggalkan pergi suami atau isteri tanpa kabar berita.

2. Untuk mengetahui akibat hukum putusnya perkawinan karena keputusan 

Pengadilan terhadap anak dan harta bersama.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang akademis yang berkaitan dengan bidang hukum yang

bertujuan untuk menambah wawasan di bidang Hukum Perkawinan.

2. Manfaat praktis yang bertujuan untuk memberikan informasi masyarakat

akademis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai putusnya

perkawinan karena keputusan Pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian yang dilakukan atau yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang 

tertulis atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan ketentuan 

mengenai “Tinjauan yuridis pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang putusnya perkawinan karena Keputusan Pengadilan” dan ditunjang
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dengan data primer yang didapat dengan cara melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam pembahasan penelitian ini.

1.6.2 Jenis dan sumber bahan hukum.

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan dua jenis data yaitu : data sekunder 

dan data primer.

1.6.2.1 Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari penelusuran 

kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur atau dokumen- 

dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan, yang 

meliputi:

1.6.2.1.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, 

meliputi:

• Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

• Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

• PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan.

• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995, Tentang

Kompilasi Hukum Islam.

• PMA No. 3 Tahun 1975, Tentang Kewajiban

Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja
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MelaksanakanPengadilan Agama Dalam 

Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi

Yang Beragama Islam.

1.6.2.1.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

meliputi:

• Buku-buku Literatur.

• Hasil-hasil Penelitian, Seminar, Penemuan Ilmiah.

• Ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan

langsung dan relevan dengan objek kajian.

1.6.2.1.3 Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum sekunder, yang meliputi:

• Koran.

• Internet.

• Kamus Hukum dan Referensi-referensi lainnya 

yang relevan.

1.6.2.2 Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yang didapat dengan cara melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pembahasan 

penelitian ini.

r
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1.6.3 Teknik pengumpulan bahan hukum.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui cara

membaca literaratur, artikel ilmiah, majalah, bahan-bahan kuliah yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti serta dengan menggunakan cara

dokumentasi dalam rangka mendapatkan kelengkapan data.

1.6.4 Analisa bahan hukum.

Langkah selanjutnya data-data yang berhasil dihimpun kemudian akan 

diseleksi secara deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan 

diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk 

memperoleh suatu cortc/w^/o/kesimpulan dalam menjawab pertanyaan tersebut 

diatas.
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